PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN TANAH DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR by Bustan, Yazidul & Ilyas, Musyfikah
 
302 
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2014 TENTANG 
PERWAKAFAN TANAH DI KEC. TALLO KOTA MAKASSAR 
 
S. Yazidul Bustan Ahmad1, Musyfikah Ilyas2 
12Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
Email: yasid.ahmad12@gmail.com  
 
Abstrak 
Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan Tanah di Kecamatan 
Tallo Kota Makassar termasuk penelitian lapangan atau field research kualitatif yaitu peneliti 
terjun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap mengenai penerapan 
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap penerapan perwakafan tanah di 
Kecamatan Tallo Kota Makassar, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi,dan dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan normatif-yuridis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa 
perwakafan tanah di Kecamatan Tallo sudah terlaksana cukup baik dan telah sesuai dengan 
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Wakaf tersebut, dilihat dari segi tata cara 
perwakafan tanah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota 
Makassar.Walaupun masih ditemukan kendala-kendala. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap proses wakaf tanah di Kecamatan Tallo Kota 
Makassarpun sudah cukup baik walaupun belum dikatakan efektif, di karenakan masih 
kurangnya pemahaman masyarakat baik wakif maupun nazhir akan undang-undang tersebut, 
rendahnya pengetahuan Nazhir dalam berdayaan wakaf, dan banyaknya tanah atau bangunan 
yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat tanah atau bangunan. Adapun beberapa factor yang 
mempengaruhi, yaitu kualitas sumber daya manusia, kedudukan wakif dan tanggung jawab 
nazhir, kewenangan pejabat PPAIW serta pengawasan Badan Wakaf Indonesia. Implikasi dari 
penelitian ini bahwa perlunya sosialisasi dan penyuluhan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf pada masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar serta penigkatan SDM 
(sumber daya manusia) melalui pelatihan perwakafan, khususnya pelatihan kepada pelaku 
perwakafan seperti wakif dan nazhir. 
Kata Kunci: Wakaf, Wakif, Nazhir, Undang-Undang, Hukum Islam 
 
Abstract 
Application of Law No. 41 of 2004 concerning Land Representation in the Tallo District of 
Makassar City is qualitative research which the writer go directly to the field in order to 
obtain complete data regarding the application of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf for 
the application of land representation in the Tallo District in Makassar. Methods of collecting   
data used in this study are interviews, observation, and documentation. While the approach 
used is the normative-juridical approach. Based on the results of research and discussion, it 
is known that the land representation in Tallo District has been carried out quite well and is 
in accordance under the provisions in Waqf Law, as the writer observed the procedures done 
for land representation in the Office of Religious Affairs in Tallo District, Makassar. 
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Although there are some obstacles were found, the implementation of Law No. 41/2004 
concerning Waqf for the process of land waqf in Tallo District in Makassar is good enough 
even though it is still not effective, because there are lack of society’s understanding about 
both waqif and nazhir based on the law, lack of Nazhir’s knowledge in the empowerment of 
waqf, and there are many of land or buildings that did not have land or building certificates. 
There are several factors that influence, namely the quality of human resources, the position 
of waqif and nazhir responsibilities, the authority of PPAIW officials and the supervision of 
the Indonesian Waqf Board. The implication of this study is the need for information 
dissemination and counseling of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf for the people of the 
Tallo District in Makassar as well as the enhancement of HR (human resources) through the 
training of representatives, particularly training for perpetrators of representatives such as 
waqif and nazhir. 
Keywords: Waqf, waqif, Laws, Islamic Law. 
 
 
A. Pendahuluan  
Membicarakan tentang masalah hukum perwakafan, pada umumnya dari perwakafan 
tanah di indonesia pada dasarnya adalah membicarakan sebuah pranata hukum yang unik 
sekaligus rumit. Mengapa demikian? Oleh karena mungkin tidak ada di indonesia ini 
suatu pranata hukum yang dalam waktu bersamaan secara serentak di atur oleh berbagai 
ketentuan hukum yang berasal dari berbagai subsistem hukum sebagaimana halnya 
dengan pranata wakaf ini. Akibatnya, keberadaannya perlu untuk dilihat secara 
sedemikian rupa dan dapat mengundang perbedaan pendapat yang cukup tajam 
bergantung dari sudut mana kita memandangnya. Berdasarkan kenyataan yang demikian, 
maka di negara kita wakaf selain dilihat sebagai sebuah pranata hukum islam juga di 
anggap sebagai sebuah pranata hukum adat. Prins, menilainya sebagai sebuah pranata 
hukum islam yang telah diterima secara baik dan sempurna dalam sistem hukum adat 
indonesia. 
Dalam ajaran dan sejarah Islam, wakaf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. 
Wakaf yang  pertama kali yaitu masjid Quba yang dibangun dan didirikan oleh 
Rasulullah saw bersama para sahabatnya di madinah. Dan juga masjid Dar al-Hijra yang 
berlokasi di Madinah merupakan wakaf yang kedua, juga dibangun dan didirikan oleh 
Rasulullah saw. ada yang mengabarkan bahwa mesjid tersebut merupakan wakaf yang 
pertama, dilakukan setelah mengambil dari seorang mukhairaiq yaitu seorang Yahudi 
yang mati pada perang Uhud dan berpindah tangan ke umat islam, orang tersebut 
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memiliki tujuh buah kebun. Selanjutnya kejadian hukum wakaf ini kemudian diikuti dan 
dicontohi oleh para sahabat Rasulullah saw. seperti Umar ibn Khattab serta sahabat-
sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Usman, Ali, dan yang lainnya.1  
Perwakafan telah menjadi amalan dalam ajaran Islam, maupun itu perwakafan tanah atau 
harta benda. Dengan dasar dari firman Allah swt dan hadits Rasulullah saw. Seperti 
dalam Al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi: 
ا تُِحبُّْوَن َۗوَما تُْنِفقُْوا مِ  َ ِانَّ فَ ْن َشْيٍء لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتّٰى تُْنِفقُْوا ِممَّ  ٩٢بِٖه َعِلْيٌم   ّللاّٰ
Terjemahnya: 
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu 
nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S Ali Imran/3:96).2 
Adapun hadis yang berkaitan dengan wakaf, yaitu: Dari Abu Hurairah ra, ia berkata 
bahwa Rasulullah saw bersabda: 
ْنَساُن اْنقََطَع َعَملُهُ إَِّلَّ ِمْن ثَََلثٍَة ِمْن َصدَقٍَة َجاِريَ   َصاِلحٍ يَدْعولَهُ لٍَد تَفَُع بِِه َووَ ْلٍم يُنْ ٍة َوعِ إِذَا َماَت اْْلِ
Artinya: 
Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara 
(yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih. (HR. 
Muslim no. 1631).3 
Berdasarkan uraian tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa masalah wakaf itu 
mempunyai dasar hukum yang kuat dari Al-Qur’an dan Al-Sunnah serta ijma’ sahabat. 
Secara eksplisit, hukum wakaf itu menurut Al-Zuhaili, sedikit ditetapkan oleh Al-Qur’an 
dan As-Sunnah tetapi sebagian besar ditetapkan oleh ijtihad fuqaha dengan berpegang 
pada istihsan,istislah dan ‘urf atau tradisi.dan berdasarkan dalil-dalil syara’ di atas, 
fuqaha sepakat bahwa hukum wakaf itu sunat atau mandub, dalam arti berpahala bagi 
orang yang melaksanakannya dan tidak berdosa bagi orang yang belum mampu 
mengerjakannya, tetapi mereka juga sepakat wakaf adalah amalan yang sangat 
dianjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya amat besar 
                                                
1 M.A. Mannan, Cash-Waqf Certificate-An Innovation in Islamic Financial  Instrument, terj. 
Tjasmijanto dan Rosdyanti, Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, h. 32. 
2 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009), h. 55. 
3 Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif 
Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta, 2005), h. 66. 
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dan akan tetap diterima oleh orang yang berwakaf walaupun ia telah meninggal dunia 
(amal jariah).   
Wakaf menjadi suatu perbuatan hukum sudah lama dilaksanakan dan dipraktikkan. 
Diperkirakan sejak islam masuk di Indonesia lembaga wakaf sudah terbentuk, kemudian 
perkembangannya mengikuti dengan laju peningkatan islam di Indonesia. Sudah terlalu 
lama pelaksanaan wakaf dari waktu ke waktu tidak ada yang memberikan dukungan dari 
sisi peraturan formal yang berlaku pada saat itu. Pelaksanaa hukum wakaf selama ini 
hanya mengambil dasar pada kitab-kitab fikih tradisional yang dibuat beberapa abad 
yang lalu, akibatnya ada hal yang sudah tidak dapat dipakai dalam penuntasan kasusnya. 
Mengenai aturan tentang sumber hukum wakaf, tata cara, prosedur, dan praktik 
perwakafan masihlah baru dalam hal peraturan, yakni sejak adanya UU Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Agraria, yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Mengenai wakaf dapat ditemukan di Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia yang berlaku didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 
Tahun 1991. Ada beberapa aturan yang masih belum dapat dipakai, dikarenakan masalah 
tentang wakaf akan terus berkembang dan masyarakat tentunya memerlukan aturan yang 
lebih jelas dan tegas tentang wakaf.4  
Untuk memastikan ketertiban dalam hal pengelolaan dan cara menggunakan harta benda 
wakaf termasuk penggunaan tanah wakaf, maka disusunlah UU No. 41 tahun 2004 
tentang wakaf yang mengatur mengenai keberadaan Badan Wakaf Indonesia yang 
bertugas dan berwenang sesuai diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu diharapkan 
dengan adanya badan wakaf indonesia tugas mengawasi tanah wakaf tidak hanya 
dibebankan pada PPAIW (Pejabat Pembuat akta Ikrar Wakaf) melainkan adanya 
lembaga independen yang bertugas dalam hal mengawasi sesuai dengan aturan yang 
telah ditetapkan. 
Dari uraian tersebut secara umum masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar 
khususnya yang beragama islam sebagian telah mengetahui tentang wakaf tersebut. 
                                                
4 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 254. 
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Tetapi terkait dengan aturan tentang wakaf yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf yang terkhusus pelaksanaannya, kebanyakan masih belum dapat 
dilaksanakan dengan baik, maka diperlukannya sosialisasi terkait masalah wakaf dari 
pihak yang bertugas memberikan penjelasan dan wawasan kepada masyarakat. Perlunya 
diberikan pemahaman dan penjelasan terhadap seorang wakif dan nazhir serta semua 
aparat yang terkait dengan persoalan seputar perwakafan tanah. Maka dengan adanya 
pengetahuan tentang wakaf tersebut dapat dipastikan bahwa UU No. 41 Tahun 2004 
tentang wakaf dilaksanakan secara efektif di Kecamatan Tallo Kota Makassar.  Disisi 
lain jika ada tanah wakaf yang diwakafkan oleh seorang wakif guna sebagai salah satu 
bentuk amal ibadah dan semata-mata karena Allah maka itu disebut amal jariah, yang 
dimana amal tersebut takkan terputus jika tanah tersebut digunakan untuk kepentingan 
umat Islam, dan jika sampai tidak dipercayakan kepada orang/badan sebagai nazhir yang 
mempunyai sifat jujur dan tegas dalam menangani urusan tanah wakaf, maka bisa saja 
ada kejadian tanah tersebut dijadikan sebagai tanah milik pribadi dan kemungkinan 
terburuk akan dijual. Dan bisa juga kepengurusan tanah wakaf tersebut menjadi tidak 
terurus jika saja nazhir yang diberi kepercayaan dan tanggung jwaba tidak sepenuh hati 
atau lalai dalam tugas dan tanggung jawabnya. 
 
B. Metode Penelitian  
Berdasarkan pada penelitian yang akan dikembangkan dan diteliti, dapat dimengerti 
bahwa jenis pada penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan hukum 
empiris. Dimana arah pada penelitian ini berdasarkan hukum normatif dan lebih kepada 
studi bersifat kepustakaan (library research). Dan adapun dalam penelitian hukum 
empirisnya, lebih pada pengambilan data dengan terjun kelapangan atau biasa disebut 
studi  lapangan (field research). Maka dapat diartikan bahwa penelitian ini merupakan 
penelitian hukum yang dasar objek kajiannya berdasarkan yang tertuang dalam Undang-
Undang(in abstracto) serta bentuk penerapan pada kejadian hukum yang terjadi (in 
concreto). Karakteristik dari jenis penelitian kualitatif ini adalah bersifat deskriptif, yaitu 
memaparkan secara lengkap mengenai karya ilmiah tersebut, terperinci, jelas dan 
sistematis dari hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yang hasilnya dalam bentuk 
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laporan penelitian sebagai karya ilmiah yang sempurna. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Perwakafan Tanah Di Kecamatan Tallo Kota Makassar 
Masyarakat di Kecamatan Tallo pada umumnya sudah biasa mendengar kata wakaf. 
Tanah yang digunakan dalam pembangunan tempat sosial seperti Masjid, Sekolah, atau 
yang digunakan sebagai perkuburan oleh masyarakat  dikatakan sebagai tanah wakaf. 
Juga sudah dipahami bahwa salah satu tuntunan agama Islam yang menyangkut 
kehidupan masyarakat sebagai ibadah ijtimaih antara lain wakaf yang berfungsi untuk 
kepentingan ummat dalam rangka amal jariah yang tidak putus-putusnya sekalipun 
wakif (orang yang mewakafkan tanah miliknya) telah meninggal, namun amalnya tetap 
diperoleh dari tanah yang diwakafkannya sepanjang fungsikan sesuai dengan niat wakif. 
Dari sumber data yang ada di kantor KUA Kecamatan Tallo Kota Makassar sampai pada 
tahun 2019 jumlah tanah wakaf di Kecamatan Tallo Kota Makassar sebanyak: 89 lokasi 
dengan luas: 65.787 m2 dan yang sudah bersertifikat lokasi 8 dengan luas 3.596 m2 , 
yang telah memiliki AIW 11 lokasi, dan yang masih berproses di KUA 1 lokasi.5   
Sebagian besar lokasi tanah wakaf digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, yaitu 
terdiri atas 60 lokasi dengan luas 32.541 m2. Terdapat pula bangunan madrasah/sekolah 
di atas tanah wakaf sebanyak 14  lokasi dengan luas 19.757 m2 juga terdapat perkuburan 
sebanyak 6 lokasi, luas 7.256 m2. Tanah wakaf yang diperuntukan untuk keperluan lain-
lain sebanyak 9 lokasi dengan luas 6.323 m2.6  
Proses perwakafan tanah di kecamatan Tallo yang dilakukan oleh Kantor Kepala Urusan 
Agama Kecamatan Tallo telah sesuai dengan peraturan/perundang-undangan tentang 
wakaf, dapat dilihat dari tabel di bawah, hampir semua tanah wakaf yang terdaftar telah 
                                                
5 Sumber Data: Buku Panduan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang Daftar 
Wakaf Kecamatann, 2019. 
6 Sumber Data: Buku Panduan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang Daftar 
Wakaf Kecamatann, 2019. 
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mempunyai Akta Ikrar Wakaf. 
Namun menurut Marwah, hal itu disebabkan banyak masyarakat/nazhir yang 
beranggapan bahwa ketika telah tanah wakaf tersebut sudah didfatrakan di KUA telah 
menjadi bukti bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf walaupun tanpa adanya 
sertifikat tanah wakaf dan AIW.7  
 
2. Penerapam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap 
Perwakafan Tanah Di Kecamatan Tallo Kota Makassar 
Masyarakat di Kecamatan Tallo yang rata-rata beragama Islam pada umumnya telah 
mengetahui tentang wakaf, namun pemahaman masyarakat tentang peraturan 
perwakafan yang dikeluarkan pemerintah , yaitu UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
maupun Peraturan Pemerintah  RI No. 2 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Masih terdapat kelompok/kalangan 
masyarakat belum mengetahui atau memahami, sebagaimana Dg. Limpo dan Dg. Kulle 
yang merupakan salah satu masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Tallo, 
mereka mengetahui tentang wakaf namun tidak menegtaui begitu jelas mengenai 
peraturan perwakafan yang dikeluarkan pemerintah.8   
Di kalangan masyarakat yang berpendidikan sudah ada yang mengetahui bahwa ada 
peraturan/perundang-undangan  yang mengatur perwakafan, seperti Ansar, salah satu 
masyarakat di Kecamatan Tallo yang memiliki panti asuhan, namun Ansar belum 
mengetahui secara jelas karena tidak pernah membaca peraturan tersebut.9   
Di kalangan pemerintah khsusnya yang bekerja di instansi pengurusan surat-surat 
(administrasi) perwakafan seperti kantor desa/kelurahan, Kantor Urusan Agama 
Kecamatan umumnya telah memami dan meyakini adanya Peraturan/Perundang-
                                                
7 Marwah(46 tahun), Penyulu di Kantor KUA Tallo. Wawancara, di Kantor Urusan Agama Tallo pada 
tanggal 23 Desember 2019. 
8 Dg. Limpo(65 tahun) dan Dg. Kulle (58 tahun), Masyarakat Kecamatan Tallo. Wawancara, di 
Kecamatan Tallo pada tanggal 26 Desember 2019. 
9 Ansar  (35 tahun), seorang wakif . Wawancara, di Kecamatan Tallo pada tanggal 26 Desember 2019. 
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undangan Perwakafan tetapi masih terdapat aparat/pegawai yang belum pernah melihat 
dan membaca aturan atau undang-undang yang dimaksud. 
 
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Undang-Undang No. 
41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan Di Kecamatan Tallo Kota Makassar 
a. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber daya manusia merupakan bagian yang terpenting untuk memahami dan 
melaksanakan suatu aturan. Majunya suatu daerah ditentukan oleh SDM, begitupula 
dalam penerapan suatu aturan pada masyarakat perlu ditunjang dengan sumber daya 
manusia yang berkualitas. 
Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, terlihat masih sangat terbatasnya 
pengetahuan masyarakat tentang keberadaan peraturan pemerintah, khususnya 
keberadaaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
Hanya beberapa orang yang mengetahui tentang UU No. 41 tentang wakaf tersebut, 
itupun merupakan kalangan pemerintah yaitu pegawai Kanor Urusan Agama, yang 
mewakafkan tanahnya. Adapun beberapa masyarakat yang hanya sekedar mengetahui 
dari informasi orang yang terlibat dalam perwakafan, tetapi bentuk dan isi undang-
undang tersebut belum pernah dilihat/dibacanya. 
Rendahnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang 
keberadaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyebabkan kurang efektifnya 
penerapan Undang-undang dalam pelaksanaan perwakafan khususnya perwakafan tanah. 
Tanpa sumber daya manusia  yang baik, khususnya bagi masyarakat yang berkaitan 
dengan perwakafan tanah, sulit untuk menerapkan perwakafan berdasarkan UU No. 41 
tahun 2004. Kewenangan  
b. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) & Pihak Terkait 
Dalam pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 dinyatakan: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, 
selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri 
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untuk membuat akta ikrar wakaf.10  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selain tugas pokoknya sebagai 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mengawasi nikah dan rujuk, pembinaan keluarga 
sakinah, juga menyangkut ibadah sosial. Salah satu bentuk pembinaan ibadah social 
yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala KUA adalah pelaksanaan 
perwakafan. Kepala KUA sebagai PPAIW  berkewajiban membimbing, membina dan 
memberikan informasi/penerangan kepada para pihak-pihak yang terkait dalam urusan 
perwakafan, berdasarkan peraturan wakaf yang ada baik dari ketentuan syari’ah Islam, 
maupun yang berdasarkan pada peraturan perwakafan yang dikeluaarkan oleh 
pemerintah, termasuk penerapan UU No. 41 Tahun 2004. 
Adapun faktor yang menjadi penyebab belum efektifnya penerapan UU No. 41 Tahun 
2014 tentang wakaf terhadap proses perwakafan tanah wakaf di Kecamatan Tallo Kota 
Makassar, yaitu kurangnya pengetahuan beberapa pegawai di KUA tentang perwakafan, 
sehingga hanya beberapa pegawai yang dapat membantu tugas Kepala KUA sebagai 
PPAIW. Hal ini menyebabkan kurang efejtifnya pelayanan secara optimal kepada 
masyarakat, termasuk dal hal memberikan bimbingan pada wakif dan nazhir dalam hal 
perwakafan tanah. 
c. Pengawasan Badan Wakaf Indonesia 
Badan Wakaf Indonesia telah membentuk perwakilan di Sulawesi Selatan pada Juni 
2014 sesuai dengan pasal 48 UU No. 41 Tahun 2004 dijelaskan: Badan Wakaf Indonesia 
berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dibentuk 
perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.11   
Namun, di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo dalam Perkembangan 
perwakafan dan penerapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam hal pembinaan dan 
pengawasan masih belum terlaksana dengan baik. Masih banyak wakif dan nazhir yang 
                                                
10 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 dalam 
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, h. 2. 
11 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 48 dalam 
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, h. 16. 
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memerlukan pembinaan, terutama nazhir dalam melakukan pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf. Sebagaimana dalam Pasal 49 ayat 1(a) UU No. 41 
Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang badan wakaf Indonesia. 
Tugas pembinaan dan pengawasan perwakafan banyak diperankan oleh kantor 
Departemen Agama Kota Makassar pada pelaksana penyelenggara zakat dan wakaf serta 
PPAIW disetiap kecamatan. 
 
D. Penutup 
Pelaksaan perwakafan di Kecamatan Tallo Kota Makassar sudah berjalan cukup baik 
dilihat dari data-data yang terdapat di Kantor Urusan Agama Tallo menunjukkan 
banyaknya masyarakat yang mewakafkan tanahnya dan telah melaporkannya kepada 
pihak yang terkait agar tanah wakafnya terdaftar, adapun tujuan tanah wakaf tersebut 
antara lain tempat ibadah, sekolah, pengkuburan, dan keperluan yang lain-lainnya. 
Dalam Penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap 
perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota Makassar telah terlaksana cukup baik, 
dilihat dari banyaknya tanah wakaf yang telah terdaftar di KUA Tallo, walaupun ada 
beberapa yang belum mempunyai AIW namun tanah tersebut sudah terdaftar di KUA 
sebagai tanah wakaf. Namun kurang efektif dikarenakan masih ada tanah wakaf yang 
belum terdaftar. Faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Undang-Undang No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap perwakafan tanah di Kecamatan Tallo Kota 
makassar yakni: kualitas sumber daya manusia/pengetahuan masyarakat, kedudukan 
wakif, tanggung jawab nazhir, kewenangan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf & pihak 
terkait dan Pengawasan Badan Wakaf.  
Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan yang mungkin bisa bekerja sama dengan 
kampus yang mengerti tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada 
masyarakat Kecamatan Tallo Kota Makassar. Peningkatan SDM (sumber daya manusia) 
melalui pelatihan perwakafan, khususnya pelatihan kepada pelaku perwakafan seperti 
wakif dan nazhir serta kepada pegawai KUA atau PPAIW. 
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